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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraianpada bab-bab sebelumnya, maka penulis akanmenarik 

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan 

hukum ini yaitu:  

1. Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam 

rumah tangga dapat ditanggulangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

sosial atau organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.  

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak 

pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami terhadap isteri, antara lain ; hambatan yang datang dari korban 

karena korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan 

oleh suami merupakan perbuatan pidana, hambatan yang datang dari 

keluarga korban karena KDRT dianggap aib yang harus ditutupi, hambatan 

yang datang dari masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga adalah urusan rumah tangga yang bukan diselesaikan 

melalui jalur hukum, serta hambatan dari Negara karena biaya visum et 

repertum mahal. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin meyampaikan beberapa 

saran yang ditujukan kepada : 

1. Kaum perempuan hendaknya membuka diri untuk menambah wawasan 

dan tanggap terhadap berbagai informasi bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga merupakan masalah sosial, sehingga tidak ada lagi pemikiran 

bahwa kekerasan psikis dan fisik di dalam rumah tangga adalah urusan 

keluarga itu sendiri. 

2. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kaum perempuan yang menjadi 

korban kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami terhadap isteri dengan melakukan kegiatan-kegitan sosial atau 

organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan. 

3. Masyarakat perlu lebih bersosialisasi dan bekerja sama untuk mendukung 

bahwa kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami terhadap isteri, harus diberikan sanksi. Karena kekerasan psikis dan 

fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri 

merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum yang mengarah 

pada kejahatan. 

4. Aparat Penegak Hukum sebaiknya lebih tegas menyikapi masalah tindak 

pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami terhadap isteri. 
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